RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah me) iganalisis kebijakan -aplikatif dalam menanggulangi
tindak pidana pén;ucian uang. Sumber data yang disunakan dalam penelitian int adalah
bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum, terdiri dari
bahan hukum primer, yaitu prinsip-prinsip, dasar, azas, UUD 1945, bahan hukum sekunder.
yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yait:
Undang-undang No. 1 tahun 1946 yuncto Undang-undang No. 73 tahun 1958 tentang ‘Kitah
Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana
Pencucian Uang. Serta bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hulkum sekunder seperti buku-buku
karya kalangan hukum, artikel, karya tulis, jurnal-jurnal hukum, kamus Bahasa Indonesia dan
sebagainya.Dengan demikian metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum
normatif. Beranjak dari penelahan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah
tindak pidana pencucian vang. Selanjutnya, penelitian dilakukan meneliti asas-asas hukum
yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tindak
pidana pencucian uang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui kebijakan aplikatif yang digunakan dalam
pemberantasan tindak pidana pencucian telah dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana
pencucian uang. Dimensi lain dari pelaksanaan kebijakan aplikatif adalah diharapkan dapat
menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.




SUMMARY

The purpose of this.research is to analyse the ctiinal policy 1o overcome the crime deed
against money laundering. The data resource used‘in this research is secondary data. The
secondary dataresource was drawn upon law material consisiting of primary law material
that 1s the principles, basic, the 1945 consifution: the secondary law material that is the en
forced law material in the form of regulation. Act no in 1946 juncto Act no 73 in 1953
about criminal law Act Book, Act no. § in 2010 about money laundering and judge
vonnis about money laundering and the third law material line the books about Jaw,
article, writing, law journal, Indonesian dictionary etc. Therefore the rescarch method

used was normative. Based on the analysis of law norms that connect to criminal action
of money laundering. '

Based on the result of the research, we can see the applicative policy used in the
overcome of money laundry crime has been applied to the criminal against the moncy
laundry. The other dimension of the applicative policy application is to be the part of the
endeavour to the prevention of money laundry crime.




PRAKATA

Dengan senantiasa melantunkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa T'a’ala,
karena berkat rahmat dan hidayahNya hingga peneliti’ dapat menyelesaikan laporan
penehitian bidang ilmu hukum dengan dana DIPA UNSRI tahun anggaran 2012
diletakkan judul “Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana terhadap Tindak
Uang” sesual dengan jadwal yang telah ditentukan.

vang
Pidana Pencucian

Peneliti menyadari bahwa laporan ini belum memiliki kesempurmnaan, sehingga tanpa
bantuan dari berbagai pihak tentu saja peneliti akan menemui kesulitan dalam
penyelesaian pengerjaan laporan ini. Oleh sebab 1tu, pada kesempatan ini peneliti inoin
menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membant

peneliti baik dalam bentuk ide gagasan maupun koreksi yang konstruktif pada penelitian
1ni.

Diharapkan laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya
khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Indralaya, 5 November 2012
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BAB I
PENDANMULUAN

Pada bulan Juni 2001, Indonesia dimasukkan dalam NCCTs'. Salah samy

s

upaya pemerintah untuk mengeluarkan Ifdonesia dari NCCTs, yaitu adalah dengan
disusunnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang yang disahkan pada tanggal 17 April 2002.

Dalam perkembangnﬁnya, RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2002 kemudian dibuat dan disetujui oleh DPR pada tanggal 16 September

2003. Selanjutnya Presiden mensahkan RUU yang telah disetujui DPR tersebut pada

penyusunannya, tim perumus memperhatikan rekomendasi FATF yang dikenal
dengan 40 Recommendations dan 9 special Recommendations, hasil review FATF,
serta best practices yang berlaku di nhegara-negara lain. Di samping itu, tim perumus
Juga memperhatikan kebutuhan domestik berdasarkan masukan yang diperoleh dari
berbagai kalangan melalui diskusi dan seminar yang telah diselenggarakan.

Setelah dilakukan evaluasi secara mendalam, implementasi terhadap Undang-
undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang- Republik Indonesia Nc;mur 25 tahun 2003,
menunjukkan adanya beberapa kelemahan (loopholesy dalam Undang-undang itu
sendiri sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum melalui pendekatan ant

pencucian uang sebagaimana diuraikan di atas. Kelemahan-kelemahan tersebut antara

lain:

i
% tanggal 13 Oktober 2003 menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Daiam

| ” Y i - a 3 -
Non Cooperative Countries and Territories List (NCCTs) suatu dafiar yang terbuka untuk umum mengenai

NSgara-negara atau teritori vang aianggap menghambat atau yang dianggap kurang kooperatif dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap transaksi atau hubungan dengan perorancan

Sadan usaha, vang berasal dari negara yang berada pada daftar NCCTs akan diberikan perhatian khusus karena

O%rasal dari high risk countries. Apabila tidzk ada perbaikan negara atau teritori tersebut dapat dikenzkan
{ “ndakan halasar (connrer measuies) atau b2hakan tindakan bzlasan lebih laniut (frirther countor megeny.

T
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L. Kriminalisasi perbuatan pencucian dang  yang multi nterpretatif, banyaknva

upsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam }yal

pémbuk tian.

~2

Kurang sistematis dan tidak Jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi

L
L]

sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya.

Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan
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laporan kepada PPATK termasuk Jjenis laporannya.
4. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenal

pengguna jasa (Costumer Due Dillegence) oleh pihak pelapor.

TR L W AR R

5. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran scrta
penyitaan aset hasil kejahatan.

6. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU, dan

7. Terbatasnya kewenangan PPATK.

Kendala legislasi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti

pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas
tindak pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan,
narkotik-a, dan psikotropika, tindak p'idana ekonomi (perbankan, pasar mod-al,
perasuransian, pajak, kepabeanan, cukai, dsb) serta tindak pidana terorisme.
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU hadir dengaﬁ semangat dan
paradigma baru, yaitu mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang. RUU TPPU tersebut telah dibahas secara bersama-
sama oieh Pemerintah dan DPR.

Segala upaya berkenaan dengan legislasi di atas menunjukkan hasil yaii
diundangkannya Undang-undane No. & Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Percucian Uang (UU TPPU) pada tanggal 22 Okigher

PRSPPI 13 5L,
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2010.  Undang-undang ini mencabut Undang-undang No. 15 tahun 2002 tcnfg_ng
.'I_‘indak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah: diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 Dengan pengundangan UU TPPU yang
paru ini, diharapkan efekdifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang semakin meningkat, terutama karena pengaturannya lebih
komprehensif, memiliki cakupan yang lebih luas dan ruang interpretasi !Ebi:ll
dipersen:lpil. |
Undang-undang No. 8 Tuhun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang hadir dengan semangat dan paradigma baru, vaitu
mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang. Adapun tujuan dari penyusunan Undang-undang ini adalah:
l. Memperkokoh komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim

anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

I~

Mendukung dan meningkatkan efektitivitas upaya penegakan hukum

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

L

Memberi dasar hukum vang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian,
pentrasiran dan penyitaan hasil kejahatan.

4. Menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang
dengan standard internasional yang telah mengalami pembahan-serta

ketentuan anti-money laundering  strategy yang berlaku secara

internasional sebagai international best practice.
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terarisme di [ndonesia, 2010, Jakarta, PPATK.
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3. Unwk lebih meningRaikain Kepercayaan masyarakat baik daian’;g;-.._ :
maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesi dalam

kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.?

Sedangkan  sasaran yang ingin dicapai dan penyusunan Undang-undang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah:

[. Memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari

tindak pidana pencucian uang.

2. Mencegah dan memberantas kejahatan v

ang melibatkan harta kekayaan dalam

Jumlah yang signifikan ' sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan

tersebut.

3. Meningkatkan koordinhsi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang,

4. Meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasg]

kejahatan, dan

5. Memenuhi dan mengikuti standar internasional yang telah berubah >

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

merupakan tanggung jawab bersama. Semua pihak wajib memaksimalkan segenap

potensi untuk menggalang kekuatan demi tercapainya maksud tersebut. Tanggung

Jawab tersebut tidak dapat diemban dcngan baik apabila masing-masing institusi

penegak hukum dan peradilan sebagai pelaksana undang-undang memiliki

Konsepsinya sendiri yang berakibat pada tidak adanya keterpaduan pelaksanaan tugas

di antara institusi penegak hukum dan peradilan, Perbedaan dan pertentangan dalam

" Pusat Pelaporan d:

} ¢an Analisis Transaksi Keuangan. Modul 1 R ezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan

-

halamean 24
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pencgakan hukum justru akan menciptakan celah. dan Keleluasaan, serta motivasi bagi
pelaku kejahatan untuk terus mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

Sebagaimana  dimaklumi. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang di Indonesia yang telah berjalan selama 9 (sembilan) tahun dimulai

sejak berlakunya UU No, 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

yang

kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan pada 22 Oktober 2010

telah  diberlakukan Undang-undang baru yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mencatat

adanya kemajuan dalam mengungkap hasil kejahatan dan pelaku kejahatannya.

Namun hal tersebut masih perlu dioptimalkan lagi agar upaya penegakan hukum

khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat

berjalan lebih efektif demi tercapainya negara hukum yang berkeadilan yang diiringi

dengan terciptanya stabilitas keuangan.*

Untuk mencapai hal tersebut, berbagai kebijakan dan langkah telah diambil

dan diterapkan. Namun beberapa hal masih ditemukan sebagai hambatan terutama

antara lain:

l. Perbedaan pemahaman mengenai konsepsi tindak pidana pencucian uang

2. Pola pikir (mindser) yang telah lama tertanam dalam penanganan tindak pidana

secara konvensional.

e d

Ketidakpahaman atau  ketidaktahuan mengenal  acara. metode dan teknik

penanganan tindak pidana pencucian uang,
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1.2. Permasalahan

Berdasarkan wuraian laia belakang penelitian tersebut  maka dapat  dirunyuskan

permasalahannya. yaitu:

- Bagaimanakah kebijakan aplikatif hukum pidana pada saat inj dalam menanggulanoi

tindak pidana pencucian uang?
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BAB I g
STUDI PUSTAKA

2.1. Kebijakan g

Kebijakan (policy) menurut Wilson adalah seperangkat aksi atau rencana yang

mengandung tujuan politik. Kata ke

bijakan memiliki makna rasional, sebuah manifestasi

dart penilaian, yang penuh pertimbangan.  Sebuah kebijakan adalah usaha dalam

mendetinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu

tindakan. Hogwod dan Gunn menyebutkan 10 pengounaan istilah kebijakan dalam pengertian

modern scbagai: (a) label aktivitas: (b) ckspresi tujuan umums (¢) proposal spesific; (d)

keputusan pemerintah: (e) otorisasi formal; (f) sebuah program; (g) output; (h) outcome:; (1)

teori atau inodel; dan (j) sebuah proses.”

Dijelaskan bahwa perkembangan analisis kebijakan harus diletakkan dalam konteks

rasionalisasi negara dan politik sebagai aktivitas pembuatan kebijakan. Untuk memecahkan

sebuah persoalan, pemerintah harus menentukan melalui sebuah kebijakan.

Sebuah kebiakan, menurut James E. Anderson merupakan serangkaian keputusan yane

saling terkait berkenaan dengan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi
tertentu,

Scbuah kebijakan dapat dikatakan kebijakan publik, jika dihasilkan oleh badan
pemenntah untuk publik atau masyarakat umum. Anderson, mengutip Davis Esateon.

melukiskan bahwa kebijakan publik adalah perumusan kewenangan dalam suatu sistem

politik vang terdiri dari para negarawan, pemimpin-pemimpin puncak, pemerintah, parlemen,

hakim, administratos, badan-badan dan scterusnya.®

Hal iri dapat diartikan bahwa rebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan

Pemerntah Semuy tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan pubiik dalan

bentuk !

SN R

HUsan-Reputiusan vang mempunyal twuan dan maksud-maksud tertentu. Adn

| gl | o eWVe. L Rl pliles i, diakses tanggal 2 Oktober
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rendefinisian bahwi kebijakan publik sekalipus sebagal hipotesis vang mengandung kKondisi-

i -"";_!‘.‘:'If' ' .

\ondisi awal dan ak:bat-akibat yang bisa diperkirakan.

i,ebm jauh Anderson menjelaskan, kousep kebijakan publik mempunyai beberapa

mplikasi yakni: |

(a) titik perhatian dengan orientasi pada maksud dan tujuan yang direncanakan oleh
aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik (b) merupakan arah atau pola tindakan
yang dilakukan para pejabat pemerintah untuk menetapkan undang-undang,
keputusan-kcputusan  beserta pelaksanaannya (c) kebijakan adalah apa vang
scbenarnya Jilakukan dan bukan yang diinginkan oleh pemerintah (d) kebijakan
publik dalam bentuknya bersifat positif (untuk memengaruhi suatu masalah tertentu)
berupa undang-undang berikut otorisasinya.

Jika dikategorikan, menurut| Anderson, kebijakan publik sebagai arah tindakan akan
menjadt lebih baik bila dirinci menjadi beberapa kategori yaitu antara lain berupa tuntutan-
wntutan Kebijakan (policy demand), keputusan kebijakan (policy decision), pernyataan
kebijakan (policy statement), hasil kebijakan (policy output) dan dampak kebijakan (policy
outcome).

Bahwa kebijakan publik dapat disimpulkan adalah semua pilihan atau tindakan yang

dilakukan pemerintuh, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Schuah

kebijakan publik adalah pedoman umum dalam bentuk instruksi-instruksi yang harus diikuti

oleh publik. Hal int mengandung arti, jika sebuah kebijakan publik sudah dinyatakan resmi

berlaku, maka bersitat mengikat semua masyarakat tanpa kecuali.

Kebijekan Lriminal adalah salah satu jenis dari kebijakan publik vang dibuat
pemerintah vang berkaitan denvan usaha mencegah dan menindak kejahatan. [stilah
Kebijakan kriminal cring disebut juga politik kriminal.

G. Peter Hocfreels mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai reaksi sosial terhadap

dca

Kejanatan dalam berituk Jidirtkanevie sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini.

Hoefhagels memasikkan di dalupnya berupa: (a)penerapan sarana hukum nidana: (b)
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fencegahan tanpa pemidanaan: dan (c) upava mempengaruhi pandangan masyarakat tentang

ln:_jalhlzztun.‘3

Menurut Muhammad Mustofa, reaksi formai ini dilaksanakan melalui proses politik

ung dilakukan oleh pemerintah bersama badan legislatif, sebagai tindakan penangen

I

langan

trhadap kejahatan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Pranata-pranata tersebut seperti

Iimbaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dibentuk berdasarkan sistem hukum

'

hikum. yang fungsi dan kewenangannya diatur melalui UU. Apabila suatu tingk

dn

ah laku

masyarakat dianggap sangat merugikan dan membahayakan secara keseluruhan, inaka

rrelalui lembaga legislatit tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum ptdana seb:

1041
s ! - - i
dlarang dan pelakunya dikenakan sanksi pidana.”

Sedangkan teori tentang kebijakan kriminal yang disampaikan James F. Gilssinan

adalah dalam kaitan kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengerjakan atau tidak

mengerjakan sesuatu.  Sedangkan Mare Ancel mengartikan kebijakan kriminal adalah

organisasi atau lembaga vang secara rasional berperan sebagai pengontrol kejahatan di

masyarakat.

Berdasarkan beherapa penjelasan ini, diperoleh satu cara pandang bahwa kebijakan

kriminal merupakan usahz yang rasional untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Dalam

pelaksanaannya kebijakan kriminal menggunakan sarana hukum pidana (aspek penal), dibuat

. secara sengaja dan sadar.  Pilihan dan penetepan hukum pidana sebagai sarana untuk
. menangoulangi  kejahatan  benar-benar memperhitungkan  semua  faktor pendukung
@' - L= -

g

£ berfungsinya hukum.  Deneun begitu menurut Prof. Barda Nawawi Arief diperlukan
i

: = - s - ||'I

¢ pendckatan fungsional yans melokat pada setiap kebijakan vang rasional.'

; Prof. Muladi menesaskaon baliwa penccakan hukum pidana merupakan bagian dari
o

i politk kriminal. Tujuan «khimy ifloh pernindunzan masyarakat. Penegakan hukum pidana
§ °Ibid
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<A mierapakan bagian deri politik hriminal pada hatekatnya juea merupakan bagian

seeeral dari Rebijakan uniuk mencapai kesejahteraan masyvarakat sebagai politik sosjal !

Sehagai bavtan yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai

uxj uan xescjahteraan Masyarakat, maka usaha penanggulangan kejahatan merupakan bagian

imtegral dari sebuah pembangunan. Dalam sebuah penyusunan kebijakan kriminal. terdapat

hirarki pembuatannya.  Ada tahapan perencanaan dalam agenda jadwal, formulasi.

implementasi dan evaluasi. Pada tahap formulasi ada hirarki policy level dan organizationa!

level. Proses hirarki sebual kebijakan, secara teoretik memberikan gambaran tujuan akhijr

darx dibuatnya sebuah kebijakan, yakni berupa out put dalam jangka pendek dan outcome

-

dalam jangha panjang. '

Pada  policy level menuju organizational level akan menghasilkan proses yang

dinamakan institusional arrangement, berbentuk peraturan-peraturan perundang-undangan.

Selanjutnva dari proses organization level menuju operational leve] merupakan tahapan

implementasi kebijakan vang pada akhirnya mengarah kepada pola-pola interaksi yang
. 55 : ) 13
banyak dipengaruhi faktor stkap dan reaksi masyarakat.

2.2. Kebijakan Kriminal

[stilah kebijakan' dalam hal inj dialihbahasakan dari bahasa Inggris: “Policy” atau

dalam bahasa Belanda “Politick™ yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip

umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atay

menvelesaikin  urusan-urusan publik. masalah-masalah masyarakat ataun bidang-bidang

pensusunan peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikan hukuin/peraturan, dengan

: : : - .o TIE 5 :
bogges Bao, . . w gl . e T T . - % ga "_ 1 g ®m e Tamar T P Ianna Pamiaiea
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1garah pada upava mew ujudkan keseja'iteraan atauy Kemakmuran

gnasyarakat. a

Radangka'a 1stlah Rebijakan dikaitkan dengan politik  hukum dijelaskan oleh

peberapa pendapat sebagai:

® Al. Wisnubr 0, Kebijakan Hukum Pid.in i
Universitas A ajava, Yogvakarta, 1999, hilanan
If M. Hamdan. Politik Hukum Pidana, PT RainGi
" Barda Nawiwi Arief Kehijakan Hukum eidans Perkembunaan Penyusunan Konsep KUHP Bari
Kencana Prera 't Media Gr up, Iakarta, 201 13

'f thid

L]

a. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan

peraturan-peraturan vang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan dalam
masyarakat dan untuk mencapal apa yang dicita-citakan.

b. Usaha unti:k mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai denvan keadaan
o !
dan situasi pada suatu wakiy tertentu. '

Prof. Sudario. SH._. pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal-

Dalam arti sempit. ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi
terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di
dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan
kebijakan, vang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.'’

Dalam  kesemipatan lain.  beliay mengemukakan definisi singkat, bahwa politik
kriminal merupakan  “sdaty usaha yang rasional dari masyarakat dalam
menanggulangt kejahatan™, Detinisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan
sebagai  "the rarional orsanization of the control of crime by society”. Bertolak dari
pengertian yang  dikemukakan Mare Ancel ini; G. Peter Hoefnagels mengemukakan
bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reaction to crine’” '8

Berbagai detinisi lainnva vany dikemukakan G. Peter Hoefhacels ialah:
# = = o

a. Criminal policy is the scicnce of responses

b Criminal policy is the science of crime prevention

. Criminal policy is a'policy of e lesivnating human behaviour as crime
d Criminal policy is a rational toral of the responses to crime.””

v Penancgulangan Kejahatan Komputer. l'enerbitan
sl IF
raitndo Persada, Jakara, 1997, halamn 19.
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:Eﬁabljakan alau upay.: penangeulangan kejabatan pada hakikatnya iller-upaicﬂn-bagiuii
.-::..:- : c - . e %ﬁ:&?‘l”hf A L™ :

i e :'_‘; i upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upa}*a mencapai

: “perlindungan masyarakat untuk mencapai

kﬁ@}aﬁf‘gman masyarakat.” Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula

dmI,ratakan dalam salah satu laporan khusus latihan ke-34 yang diselenggarakan olch

UNAFEI di Tokyo tahun 192 scbhagai berikut:

MGS! of group membcrs agreed some discussion that “protection of the soctety” cou'd
be accepted as the tnal caal of criminal policy, although not the ultimate aim of

soctety, which might perhaps be desicribed by terms like “happiness of citizens”, “a
T i e ‘}
wholesome and cultiral living™ “social we lfare” or “equality.”

Mempertimbangkan raian tersebut dapat dinyatakan bahwa politik kriminal pada

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yakni suatu kebijakan atau

upaya yang ditetapkan untuk mencapal kesejahteraan sosial. Secara skematis hubungan itu

dapat digambarkan sebagai berikut:

Criminal Policy

| SGC:_IIH\E.,ILHL Pihf,_x |
- . = A

L SocialPolicy q e L . j

l Social IJI.':I?.an [’DHE}'}
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Sehubungan dengan skeima di atas, G Peier Hoctnagels juga mengemukakan:

"Criminal poiicy as a science of policy Iy part ot a lurger policy: the law ti*ﬁf{h’{.{.i'ii{‘ '
policy ... the lcuislative aid ¢ srforcement policy is in turn part of social policy

|'




Menurut Prof. Barda Nawaw i Artef, berdasarkan uraian dan skema di atas. Tahwa
upaya penanggulﬁﬁéﬁﬁ iééjahatan p:erl u ditempuh dengan pendckatan kebijakan, dalam 21

a. Ada ktfterpadﬁan (integralitas ) aniara politik kriminal dan politik sosial
§ b. Ada keterpaduan (integralit:s) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan

“penal” dan “nonpenal”,

Penegasan perlunya upaya penanggulangan  keiahatan  diintegrasikan dengan

kescluruhan kebyjakan sosial dan  perencanan pembangunan mnasional, di antaranya

disampaikan oleh Prof. Sudarto,” SH hahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam
usaha mengatasi segi-segi ncgatit’ diri perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain
penanggulangan kejahatan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik
kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian mtegral dari
rencana pembangunan nasional.

Bertolak dari konsepsi kebijakan integral vane demikian itu, maka kebijakan
penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan

. . o : % . - i 22
pembangunan itu sendiri justru menimbulkan laktor-faktor kriminogen dan viktimogen.

Mengacu pada pernyataan-pernyataan Kongres PBB yang sering drujuk oleh Prof.

Barda Nawawi Arief . yang sampai pada penegasan:
(1) Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen. khuisusnya
4pabila hasil-hasil itu didistribusikan ecars pantas dan adil kepada semua rakyat serta
menunjang seluruh kondisi <ol
{2) \F 1-1-" : 1 = 1'\."'1‘ = '1":‘ A ["' Ll “"" l'll' Mo oL 1"_-‘ 1754 1 ﬂ:‘{-{":"i\'

Namun  deinikian, pembungunan dapat bersifat kriminogen atau « dpat menmgkaikan
“Minalitas apabila pembancy: nan itu:

_\_-"'--—.____________
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a. Tidak direncanakan secara rasional:

b. Perencanaannya timpang atau tidak seimbang

c. Mengabaikan nilai.-;nij_ai kultural dan moral:serta

d. Tidak mencakup stfategi perlindungan masyarakat yang integral.

Melalui penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah

=
-

srrategls yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-

a RN, ol

Londisi  sosial secara langsung atau  (id .k langsung  dapat menimbulkan atau

menumbuhsuburkan kejahatan.  Ini berarti penantdanan atau penggarapan masalah-masalah

111 Justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa

musyarakat dengan seluruh potensinva harus juga dipandang sebagai bagian dari politik

kriminal.

menurut Prof. Barda Nawawi Arief harus ditempuh melalut pendekatan atau kebijakan

niegral, maka kebijakan penanggulangan kejahatan scharusnya  melibatkan berbagai

1 tansi/departemen secara integral.

Kcbijakan penanggulangan kejihatan aiu vang biasa dikenal dengan istilah “politik

“rmnal” dapat meliputi ruang lingkup yang cikup luas G. Peter Hoetnoels nicnggambarkan

©ugimekup "Criminal Policy” dengan skema berikue:

&
¢
t
i
‘ Perspektif terhadap implementasi kebijakan mtegral dalam menangeulangi kejahatan
{
E
!
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Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal denoan istilah “politik
kriminl™ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luss. Menuru: G. P Hoefnagels upaya
:'I
- penangtulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
1 +. Penerapan hukum pidana (criminal Iaw application)
1
! 7. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment): dan
[
Me nengaruhi pandangan masyarakat mengenai Kejahat in dan pemidanaan lewat
mass media (influencing vicws Of socrety on crime aiidd plnishuiieat!meass nmedia).”
-'
i
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wnean demikian, upaya penanggu! iican kejah
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dtan secars gans besar daral dibso
ya it lewet jalur “penal” (hukuni pidina) dan lev. at jalur “rion penal”™ (huk:vdi fuar
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iR pidana). Dy dalang pembagian G.Pp, Hoefhagels di aws, Upayi-upava yang disehy
S e - . o . = 23
< +1@m butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”.~

Secara Kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penangaulangan kejahatan lewat jalur

<*prernal” lebih mentikberatkan pada sifat “repressive”
p;-r.li='sdasanfpembenmtasarﬂpenumpasan) sesudah kejahatan terjadi. sedangkan jalur ’non

prnal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”
(oI ::;,;ahﬂn_f’pen;mgtkalam’pengendaﬁan) sebelum kejahatan teriadi.  Dikatakan schagai
porbedaan secara kusar, karena tindakan represif pada hakikatnva juoa fapat dilihat sebagai

" - 2
tindaan preventif dalam arti luag, 26

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat Jalur “non penal” Iebih bersifat

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran Utamanya adalah menangani

fak tor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ity antara lain,

berpusat pada masaiah-masalah atay kondisi-kondisi sosial yang secara iangsung atau tidak
larisung dapat menimbulkan atay menumbuhsuburkan kejahaian. Dengan demikian. dilihat

dari sudut politik kriininal secara makro dan global, maka upava-upava nonpenal menduduki
posist kunéi dun strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis
dalam mcenancoul

ang: sebab-sebab dan kondisi-kondisi Yang menimbulkan kejahaian.

Beber. pia mas ilah dan kondisi sosial yang dapat merupaxan faktor kondusif penyebab
timbulnya ke hatan, elas merupakan masalah yang tidak dap:t diatasi scmata-mata dengan

“penal™  Di sinilah koterbatasan jalur “penal” dan oleh karena |

tu. harus ditunjane oleh Jalur
‘non penal”. Salah -aty Jalur “non penal” untuk mengatasi iaaslah-masalah sosial <eper
ditmukakan

‘s o dalah lewat jalur “kebijakan sosial” fsoe:) policy), vane dalam skema

G Hceinay ¢ 4s juea dimasukkan dalam alur
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Kebijakan osial pada dasarnva adalah kebijakan atau Upaya-upava rasional untuk mencapaj

fkéé:cjéhtﬂrmm masyarkat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembanginan
nasional y. ng meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. penanganan aiau
kebijakan Herbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai
Kongres I'3B mengenai Thef Prevention of Crime and the Treatment of Offenders bahwa
pembangu-an itu sendiri dapat bersifat “kriminogen” apabila pembangunan itu:
a. Tic ik direncanakan sccara rasional (it was not rationally planned) atau direncanakan
sec ra timpang, tidak memadai/tidak seimbang (unb: anced/inadequately planed),
b. M gabaikan nilai-nilai kultural dan moral (disregarded cultural and moral valucs):
dai
¢. Twik mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.
Pad 1 dasamya ditekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala

upaya untik menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan Iingkungan hidup yang

sehat ( sec::ra materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti. masyarakat

dengan scl iruh potensinya hirus dijadikan sebagai taktor penangkal kejahatan atau faktor
“antikriminogen™  yang  mer pakan bagian integral dari keseluruhun politk  kriminal.
Schubungn dengan hal in, sangatlah tepat strategi yang digariskan oleh Kongres PBB
bahwa “th over all oroani-aton of society .5'!1(:)1:;’(1' be conceived as anti criminogonic”

Ijzi at dart sis. upova nonpenal ini berarti pertu digali, dikembiunukan dan
dimantaatl n se[um_h potens: dukiungan dan partisipasi masyarakat dalam upava untuk
mengfekiikan dan niengem: angkan “extra legal systen™ atau “informal and raditional

S;sterr " ying ada di masyarak

=+
a

D1 :mping up. . a-upa a noripenal dapat ditenipuh dengan men- chatkan musy ok

e = | ¥ - i - 2 g v, a e 1 _ i -y 5 ._I . 5 % EL] .—_1
lewat Lebir <an sosial | i€ zan menggali berbagai poten 1 vane ada i Jalap e it
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mempunyai potensi efek preventif. Urgensi sarapa nonpenal diintensifkan dan diefektitkan
dengan terus menerus menggali, memanfaatkandanmengembauglean upaya-upaya nonpenai
untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Lebih lanjut “politik hukum” (Iaw policy/rechfsﬁolftiék) dapat diartikan sebagai -

: e AT 1
o i o ol Mg R e Ty g TR ey o ] T~ O Jul] fle— Pyt e g
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a. Usaba untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan Kebijakan
% dart ncgara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan
§ .
yang dikehendaki yang diperlukan bila digunakan untuk mengekspresikan pa yang
terkandung dalain masyarakat dan mencapal apa yang dicita-citakan.®

b. Keadaun dan situasi pada suatu saat.

Dengan  demikian  kebijakan  hukum pidana (penal policy/criminal  'aw

policy/strafrecintpolitick). Dapat didefinisikan sebagat “usaha  mewujudkan peraturan

. . gyt
ko by FrT g byt yen by = -l P L T

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan

4 masa yang akan datang”. Kata “sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna “baik™
. . : 2
¥ arimemenuhi syarat keadilan dan daya suna”®,

Detinist ter-cbut di atus sekilus tampak bahwa kebijakan hukum pidina identik
dengan “pemb wrua perundang -undanyan hukum pidana™, pamun sebenamya pengertian
<ebijakan hukim pidina tidak .ama dengan pembaharuan perundang-undangan dalam i
scmpit. Hal in: Japu dijelaskan <chaga: berikut - hukum pidana sebagai suatu sis:em hukum
ring terdirt d 1 ~udava f’(,:uf:**.-':n s'ruktur dan substansi huku.

Dengan demik:an

Pembaharuan hekur pidana tid. sekecar mermperbarui perundang-undangan hukum pidina

>Ja namuiy Jug t memperbacui - hior-scctor lain seperti 1lmu hukum pidana me:ilin pro-es

'1?\

Pendidikan dan centhiran akader oL
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o0 Bahkan sebenarnya raang lingkup kebijakan hukum piddna febih Juas davipady

uan hukum pidana.  Hal ini disebabkan karena kebijakan hukim pidana

melalui  tahap-tahap knnkretisasi)’operasiﬂnalisasiffungsiﬂnali:f;usi hukum

ﬁﬂéﬂﬂ yang terdiri dan -

a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif. vaitu tuhap pelaksanaan hukum pidana,

c. Kebijakan sdministratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana..

Dalam hal ini pembaharuan hukun pidana lebih banyak berkaitan denpan tahap

perumusan aiau pembuatan hukum|pidana ariu berkaitan dengan kebijakan formulatif

Telah dijeluskan bahwa kebijakan hikum pidana tidak dapat dipisahkan d:ri sistem

hukum pidana. Bahwa sctiap masvarakat ang terorganisir memiliki sistem hukum pidana

yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya. suatu prosedur hukum

P pidana dan suatu mekanisime pelaksanaan pidana.

i

%ﬁ Sehingga datam hal ini A, Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukuin NMdana

: ialah earis kebijakan uniuk menentuban:

L a4 Seberapa jach kcientuan-ketentu pidan t yang berlaku perlu diubah atau diperbaharu,

b. Apa yang d:pat diperbuat untuk mienceg: terjadinya tindakan pidana:

: ¢. Cara bagaimar: ponvidikan, penantut.n, peradilan, dan pelaksanaan .pidmm harus
dilaksanakai.

Dengan kebijak i Hukum pidais berk. itan d -ngan proses pencgakin hukum jidana
weara menvelirut Oleh sebov n kebijikan  hukum pidana diarahkan pada
onkretisasi/operas: aals osi/funesid o ik m pidana matertel (substansi i), hukum ~idana

ol Chukum cear o pid v formal 0w, cara I"dana) dan hukum pelak anaan pidioa.
Scunjutnyva ek ke Sukum pig 0 ! dike.ikan dengan tinda k in-t 1dakan:

: Bagaimoa -1 nert: et neng zulangi kejahatan (ong n hukum pi ‘ana,
¢ .
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agaimana merumuskan hukum pidana acar sesuai dengan kondisi masyarakat.
& o0 i

_Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
f  d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam ranoka

% “* " ‘mencapai tujuan yvang lebih besar.

} 2.3.Kcbijakan Hukum Pidana dan Hubungannya dengan Kebijakan Sosial

' ﬁi&lalui uraian di atas, tampak bahwa kebijakan hukum pidana bukan merupakan suatu
kt;l::lijﬁkan yang berdini sendiri schagai suaty bavian dari upaya menanggulangi kejahatan
dalgn;; rangka mensejahterakan  masyarakar maka tindakan untuk mengatur masyarakat
dengan sarana  hukum pidana terkait erat berbacai bentuk kebijakan dalam suatu proses
kebijakan sosial vang mengacu puda tujuan yane Iehih luas.

Kebijakan hukum pidana dalum perspektit alternatif penanggulangan kejahatan adalah
bagian dari “kebijakan kriminal™ (criminal polics ).

Dalam rangka penanggul.ingan Kejahatan -coara terpadu maka kebijakan hukum pidana
melalui  pendekatan penal  daliun pencenibingannva harus memperhatikan  alternatif
penanggeulangan yang lain vaitn pondekatan non venal. yaitu upaya menanggulangi kcjahatan
dengan mengeunakan sarana lan selain dor hukum picana. Pendekatan penal yang
cenderung menvarah padi upava cpresif dal: pelaksanaannya mengandung keterbatasan.
schingea dalam hal ini perl: d ivbangt dere i perdekatan non penal yang cenderung
merupakan upas a prevent:if Fahk o jika Glib o o ose dut pohitik krimii‘lal secara mikro dan

clobal, maka upaya-upaya non pe o mendudi oisi entin g dan strategis dari kescluruhan

thava polink Xeiminal. D1 <o o ddk berartt  hva paya penal tidak penting atiu dapat
F 1 = C L] "
wResampingkin begitu saia. bt adaya pen SUipodan scrana yang sangat pentin e dalom
foses renegeken hukum dale conooneeulan  haoan
L

i
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- Bertolak dan LUHSL[} pemikiran dan kebijakan vang mlegrdi itu. maka ada dua hal vang
| Wlu diperhatikan- dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan mengeunakan sanksi
pidana, yaitu:

a. Perluada pendekatan intecral antara Kebijaksanaan penal dan non penal

b. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.”®

Kebijakan kriminal baik yang dilakukan dengan pendekatan penal maupun non penal
sebagal sarana untuk dilakukan dengan muasyarakat terhadap kejahatan merupakan basian
mtegral dari kebijakan sosial yano borsamia sama dengan kebijakan untuk mensejahterakan
masyarakat mengupavakan suatu ujnan -khir yang lcbih luas “perlindungan masyarakat
untuk kesejahteraan masvarakat™.

Melalui uraian terschut tampak hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan-
kebijakan yang lain. terutama denvan rebiyakan kriminal dan kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan periu ditempuh denvan pendekatan kebijakan sccara
terpadu (integral dalam arti: ada kKeterpaduan antara upava penangpulangan dengan sarana
penal dan non penal) <clanjutnya up:va penanggulangn kejalatan vang terintegrasi dalam
kebijakan sosial perlu diintegrasikan puli Jdalam twjuen perencanaan pembangunan sosial
guna mencapal fujuan nasional.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian t ang

ldak ada detinsi vang seragan ¢ «» ko mprehensit + voen i pencucian uang atau money
launderin::. Ma. Hie-musing negare monih' 1 definisi me - cnal encucian uang scsuai denozan
erminoloyvt kep it cenurut baky 0 oar yung ue utan  Pihak penuntut dan
lembaga penvidikan kejshatan ne- a: dart Jun: L0 masing-masing mempuiiyai
definisi sendirt bordusaban prior tas | orspekiif ~oeda. Tetapl semua nevara

Ll a8 g
b
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J.

at; bahwa pemberantasan pencucian uang ~angal penting untuk melawan tind

P_1:-l

n

rtian atau definisi tersehut tidak jauh herbeda satu sama lain. Black’s Law Dictionary
Vi im g LI:" i

e

rikan pengertian pencucian uang schavai term used to describe investment or other

ﬂ-‘ﬁns_-jér of money flowing from rackeieeting. drue transaction and other illegal sources into

=L

legitimate chunnels o thar i original source cannot be traced ( pencucian uang adalah istilah

e

untuk menggambark an invesinst di bidang biding vang legal meialur jalur yang sah, sehingea
uang tersebut tidak dapat diketahui lao 4 o usulnva). Pencucian uing adalah proses
menghapus jejak asal uing hasil kegiatan ifcan! wian kejahatan melalui serangkaian kegiatan
mvestasi atau transfer vane dilakukan berkali-Lafi dengan tujuan untuk mendapatkan status
legal untuk vang yang diinvestasikan aay dimasukkan ke datan: sistem keuangan.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian 1tu. Siorah N Welling mengemukakan pengertian
money laundering  schagni proses van: dilikukan oleh  sese tang  menyembunyikan
keberadaan. sumber egal atau aplika-i il ol iy pendapat i dan Lemudian menyamarkan
pendapatan itu menjidi -k Welling niencicnb . o bahwi pencucian nang adalah suatu proses
mengaburkan, menycmbuny ik an uang-uan. ‘el melalui si-iem kevangan sehingga ia akan
muncul kembali sebiioqg Uany yang sali. Sonafr dengan pendipat i atas. Pamela H. Bucy

mengemukakan peny crtrn pencucian uan. ol oy penyeiniainvia keberadaan, sifat atau

sumber ilegal, peroer ki i kepemil:ka: a1 Jdemi alasar | capus o Dan semua pendapat

'tu, dapat dikatakan aivea ooneuean an o upay.t u. tesvembanytkan asal usul

Yang vang meripakin §oosi ejahatan m .y rhagal Cur: dene m o nasukkannya ke

dalam <istem ko @angan o oo tyjuan nocle i g tersed

“-'I'.'}ncj.' lnndes 10 Sy 1ah jl.g;_ dr 1 denuzan neIut uing, pendulangan
Ng atay dise' i o pEil e : « ip ‘legitimazing

S

at beberapa pengertian mengenai pencucian vang (money laundering). Secara umum,

tindak pidana

me, bisnis narkoba, penipuan ataupun Korupsi. Rl

o TRy e



3 2 iR

23

: mate income). Kata mone v dalam istilah money :’am;derfng

’

berkonotasiberagam, ady.

enyebutnya sebagai dirry money. hot money, illegal money atau illicit rﬁ(}ng}r ‘Dalag i

‘Indonesia juga discbut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram. uang panas,

ng gelap. Tampaknya pendapat universalisme pada konsep uang dalam istilah money

lering atau pencucian uang vaitu uvang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari

o 5

kggmtan ilegal.  Artinya, hanya vang-uang yan: demikian yang dicuci dalam sistem
{euangan.

Sél;a.m populer, dapat dijcla-kin Heliwa aktifitis 1 onevcion uang secra unmiam merupakan
perbuatan memindahkan, mengounakan, atan el Ko perbustan Lhinnya atas vang hasil
dari tindak pidana yang kerap dilakuk:n oleh kclonpok Leiahatan (Orranized erime) maupun
individu yang melakukan tindak pidara korups:, pordagangan narkotika, dan tindak pidana
lainnya dengan tujuan menyembunyik:n atau meng.burtan asal usul wang yung berasal dari
tindak pidana tersebut, sehingea dapat digunak m colal-olah schagul uang vang sah tanpa
terdeteksi bahwa assci ter-chu berasal dar b oiann yang ilecal. Poncucian  uang
dimaksudkan untuk melegalisisikan vang hasil - ejoioarn vang dimast Lan k- dalam sistem
keuangan, sehingga keniudian dapat|ditarik dan dime kb an kembali ¢ i kesalitan

Tahapan /Proses Pencucian | ang

Dalam melakukan pencuctin any. pelaku tidak ter [y “mpertmb.c s osil yoing akan

diperoleh, dan besarnya biava vano s d-ikc}u tko K oiona tujuan Jan o adal th untuk
E Menyamarkan atau I‘ﬂf:‘:n} ciibuny han wsal-usul v ng au borta kekay: - .nye diperoleh dari
g hasil kejahatan, sehingga ahhii oy ddra: dinikma a i unakan sec WRT
P Secara umum. kegiat:o o ver oy ang dil kul fatui  sis cimgan karena
Haﬂ}‘ukn},l kemudahan o oo M G jasa e ¥ rkan VU s credin proses
: PERCuciun g dapat.dit ¢leomy ot byl oo dalam 64 i natan ve il yering,




sirxrultan. namun pada umumnya dilakukan secara lumpang tindih. "
1. Placement

Upaya menempatkan dana vang dihasilkan dari suaty kegiuian tindak pidana ke

dalam sistem keuangan. Bentuk Kegiatan ini antara !aip -

a. Menempatkan dana pada bank, yany k

| 24
da1 itegration. Dalam praktiknyva ketiea Regiatan tersebut dapa terjadi secara terpisah ataug

i
f.‘ ; . - u . -
; adane-kadang kegiatan inj diikuti

dengan pengajuan Kredit/pembiayaan.

b. Menyctorkan uane  pada  penyedia  1usa nenangan  (PJK) sebhagai

pembayaran kredir uniyl mengaburkan andit tail,

¢. Menukarkan uang tunui dengan valuta asing

2. Layering

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernva yaitu tindak pidananya

melalui  beberapa tahap transaksi keuansan uniok menyvembunyikan  atag
: menyamarkan asal usul 101 neKayaan.  Daliany Leglatan ini terdapat proses

; pemindahan  dana dar | berapa rekening  aton lobasi tertentu «cbag 1 hasil

placement ke tempat la i et seranghatai tricisuksi yang hompleks dan

didesain untuk mensamar . | . menghilangl 1 0% sumber

LE g4 W L '

duna torsebur.
Bentuk kegiatan ini antars 11, -
a. Transfer dana dari - 111 basil e bank ] N 0w antar wils I ara.
b. Penggunaan Simpas i sebagal cgunon atak mendut ane nake
- I -
yang sah.
¢. Memindahkan wan: ¢ 0 0 otas bata. n. oo meladul Jari o b i

usaha vang sa' maw

" ma 'T)




d. Pembelian b Vi
| mbelian barang dengan “nderiying Iransaction vanp tidak memiljk;
o — 1]'_:."‘
T alasan ekonomis.
| [ 3. Integration
I
- Upaya me 'L
pay ‘ ngounakan hana kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati

untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Bentuk kegiatan ini antara Iain-

a‘ l h 1E t]al L] ] = . -
J oy

|
|
i
[
:

an tusiiitas yang discdiakun PJK.

b. Membeli pr 1 v

: properti yang sumber Jananya berasal dari Kegiatan bisnis van,:
% sebagaian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.
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pembayarannya men ggun.k

Penyebab Maraknya Pencucian Uang

I. Globalisasi sistem keuangan

‘j - - . N %
<. Kemajuan di bidang teknolog: intormasi

\od

Ketentuan rahasia bank Sang saneat hetat
'4. Penggunaan nama samaran atio i o5y
J. Penggunaan electronic MONEy :¢-rmoney )

. Berlakunya kete ! '
~ 3 entuan hacum © vl it Lerahacia
UM e at serahasiaan hutcoe o omtarg las

akuntan dengan klicnny: masi: - RIS

) RN T - S .
7. Pemerintah dari suatu ACRAL e Serus bt o beraitgs - L

CNcu 1 : " RS L IR % , : '
p Clan uang vang dil .<uka istem pe ba. - .n

L

S, Tidak dikriminalisasinyz serin
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2, Merongrong integritas Pasar-pasar kevangan

e d

tHilangnya kendalj pemerintah terhadap kebijakan ekonomi

4. Timbulnya distorsi dan Ketidakstabilan ekonomi.
5. Hilangnya pendapatan negara dar sumber pembaya;an paj:k.
©. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisas

Merusak reputasi negara.

8. Menimbulkan biaya sosial yano tingi.




BAB II1I

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai mel:|u; penclitian

ini «idalah sebavai beriku-

- Menganalisis Kebijakan aphkatif dalam menanggulangi  tindak pidana Dericuciz |

L g

3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini!

a. Mantaat teorctis. hasi penelitian ini diharapkan bermanta:it schazar sumbancun jemit an

bagi pemcrintah  dalam merumuskan kebijakan  dalam menangaulangs tndek pidina

penc ucian uang

b. Mantaat praktis. hasil

penelitian  ini diharapkan berman i untuk menanibah  fan

melengkapi intormasi serta memberikan pedoman Repade para penegak 1oikyo m
menyelesaikan berbacai masalah yang berhubunoan dengan poenan wilangan nind il b

pencucian uang.

|
|
!
E
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|
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i BAB IV
METODE PENELITIAN
4. 1. Bentuk Penelitian

{ Dilihat dari tujuannya bentuk penelitian adalah penelitian hukum normatif. Beran,
b
|
;

jak
dari penelahan kaidah-kaidah hukum vang berkaitan dengan masalai, tindak pidana te hai, N
cagar budaya, Selanjutnva, penehtian dilakukan untuk meneliti asas-asas hukon, Vit

terdapat di dalam peratiras, peruidang-undangan yang terkait dengan masalah tindak

it

' pencucian uan,
4.2. Bahan Hukum Penelitian
Sumber dati: vane disunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder
Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum, terdiri darj -
-bahan hukum pririer, v, prinsip-prinsip, dasar. azas, UUD 1945,
- -bahan hukum sckunder. vaitu bahdn-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan
:
¢ perundang-undang vaitg | ndang-undang No. | tahun 1946 yuncto 1 i -undang N
tahun 1958 tentang Kiral whing-undang Hukum Pidana. Undang-un faie Mo 8 tahin
2010 wntang Penanvauls 1o dan Pemberantasan Tindak Pidans Peng ¢l Flang dan
. Putusan Hakim Perk i | ndak Pidana Pencucian Uang,
© -bahan hukur tertior. vabnn buhan Yang memberikan petunjuk matip ‘trelisan terh
bahan hukum prim - g - 11 hukum sekunder seperti buku-baku £ o 0 dangan hal i
artikel. Kurva ulie oo 1 huktun, kamus Bahasa Indonesia g, ot va
it




4'3 Pekuik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat pencliiian ‘wnggunakan bahan hukum maka pengunipulan bahan hukym
teruitama ditempuly dengan g

ctakukan penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran
|
daxx analisis terhadap SU!!EhE]’“:«LlIFIhCI‘ bahan hukum dan keterangan Jain yang telah dibukukan
!
- terrmasuk dokumen lainnya priusan-putusan hakim yang berhubungan dengan materi obyek
-

- 4.4 Teknik Pengolahan Bahon Hukum

Adapun proses pencolal anl bahan hukum adalah melalui cara cditine (ncn riksa dan

- meneeliti data unyk men;

g

dinin cvilidasiannya), lalu mengategerikan data-c g fersebut dan
dibandingkan dengan Konsep at .y feort vang ada baru kemudian diabstraksik i Serelah data

tersebut disusun maka diad k., malisa data.

5.5. Teknik Analisz Bahan Hukum

Metode vang digunakan uniuk menganalisis bahan hukum

Yang toluh ierkumpul
dianalisa denoun menggumikan s tiptit kualitatif, vakni suaty bentuk peng: 1414 hiahan
hukrim vange pada awalnys pacafs dan lebar kKemudian diolal; menjadi oLy, vang
sistcmatis, Diharapk i dar hasi ditalisa

bahan hukum akan muncuyl suate ke ii00lan untulk

mer jawab permasalal annya

i
|
;




", . analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain yang telah dibulukan

1._4 !I_-
i

: Y
- termasuk dokumen lainnya putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan materi ¢byvek

4.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukom

Adapun proses pengolabian baliin hokam adalah melalui cara editing (memerik: « din
meneliti dat: untuk menjamin kux.-1I|iu~1.-'r;1r-.n};n. lalu mengategorikan data-data tersebr o don
dibandingkan dengan konsep atau teor yvang ada baru kemudian diabstraksikan. Setela’ data
tersebut disusun maka diadaka Lil'lilllil-wli data
5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah terk nipul
dianalisa denean menggunakan deskriptit kualitatit, yakni suatu bentuk penganalisaan »ahon
hukum yan: pada awalthva panjune dan lebar kemudian diolsh menjadi ringkasar

sistematis. iharapkan dari hasil anicisa bahan hukum akan muncul suatu kesimpular, itk

menjawab | rmasalahannyva.




BAB Y

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kebijakan Formulatif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian
Iulang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bag]
korporasi dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
Secara umum rumusan TPPU cukup banyak unsurmya, namun pada dasarnya apabila
dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut tidak ada bedanya dengan tindak
pidana pada umumnya, seperti unsur subyektif dan unsur obyektif maupun actus reus
dan mens rea-nya. Untuk memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana
diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 dalam bahasan berikut TPPU dapat dikelompokkan dalam 2
klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Pengelompokkan dalam dua klasifikasi im
bukan dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan perbuatan yang dilarang
(commission), sedangkan pasif berarti tidak melaklukan perbuatan yang diwajibkan
(ommission).
Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:
1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam pésal 3 dan 4 UU TPPU, lebih
menekankan pada pengenaan sanksi pidana bag:
a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal.
b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa
harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih
menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:

a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan

- ".%‘1-:1 4 L:' :‘%":T;E}: ﬁ Wmﬁi}":ﬂ' -r-. ,'.' 1 .I-:. :1‘



b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyvikan atau menyamarkan asal
usul harta kekayaan.

Oleh Kkarena itu, aparat penegak hukum dalam penerapannya haruslah dilakukan

- secara selektif dan didasarkan| pada fakta sejauh mana seseorang yang melakukan
~ perbuatan atas Harta kekayaan dapat mengetahui atau patut menduga dari mana Harta
Kekayaan dimaksud berasal, juga peran dan opzet (kesengajaan) yang bersangkutan
untuk mengambil manfaat atau keuntungan.
1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak pidana pencucian uang dilakukan secara aktif dalam hal pelaku tindak

pidana melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal-pasal berikut:

a. Pasal 3, mengatur  tentang  setiap orang yang menempatkan,
mentransfer, mengalihkan. membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

b. Dari rumusarn TPPU dalam Pasal -3, terdapat unsur-unsur sebagai
berikut: _

1) Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi
2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

surat berharga atau perbuatan lainnya




a) Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang
dan luar penvedia jasa keuangan ke dalam penycdia
jasa keuangan seperti menabung. membuka giro atau
mendepositokan sejumlah uang.

b) Mentransfer adalah perbuatan pemindahan dana dari
penyedia jasa Kkeuangan satu ke penyedia jasa
keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor
bank yang sama.

¢) Mengalihkan  adalah  setiap  perbuatan  yang

mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau

kepemilikan atas harta kekayaan.

d) Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang

atas transaksi jual beli.
e) Membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari
satu pihak ke pihak lain atas prestasi tertentu.

- f) Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk
mengalihk-an kebendaan secara hibah (Cuma-cuma)
atau sering disebut dengan pemberian éecara Cuma-
Cuma, sebagaimana yang telah dikenal dalam
pengertian hukum keperdataan.

¢) Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau
penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk

diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KULI

Perdata.

5 R BB 1 s



h) Membawa ke luar ncgeri adalah kegiatan pembawaan
uang secara fisik melewati pabean Republik
Indonesia.

i) Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda,
seperti perubahan struktur. volume, massa, unsur, dan
atau pola suatu benda.

Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah

transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu

Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga

tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, di

mana kegiatan penukaran uvang lazimnya dilakukan di

pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran

surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar
uang.

j) Perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar
perbuatan'yang telah diuraikan di atas.

3) Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak

bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang

dipcm}eh baik secara langsung maupun tidak langsung,.
4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana:
a) Diketahuinya, maksudnya adilah suatu keadaan di

mana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti

mengetahui bahwa suatu Huirta Kekayaan tertentu

E




b)

34

berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat
sikap kalbu atau batin yang dapat diklasitikasikan
sebagai dolus (sengaja). Untuk menilai adanva unsur
kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan
seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan

harta Kekayaan. Apabila sescorang adalah pclaku atau

terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka

mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atiu dengan
kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud
dikualifikasikan telah “diketahuinya™.

Patut diduganya, maksudnya adalah suatu keadaan ds
mana seseorang dinilai mampu memoperkirakan
berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau
berdasarkan kelaziman umum seseorang ters-but dapa
menilai bahwa sejumlah uang atau Harta Kekayaan
merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalar:
hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dap::
diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Unt ik menil:
adanya L-IIISUI‘ kealfaan ini dapat dilihat dai- data ati
informasi yang dimiliki dan juga kelaz man yar:
diterima secara wajar oleh masyarakat. Ke vajaran 1:1
dapat diuji dengan pendekatan motif di akukann: 1
transaksi dan juga kelaziman yang diter ma secaid
wajar oleh masyarakat, Kewajaran ini lapal divji

dengan pendekatan motif dilakukannya tr.nsaksi d'n

-




juga underlying transaksinya (transaksi  vang
mendasari). Contoh sederhana untuk menggambarkan
hal demikian seperti berikut ini:

i. Seorang ibu rumah tangga menempaikan dana
dalam jumlah besar di bank yang sumber
dananya dari suaminya, yang tidak memiliki
penghasilan atau memiliki penghasilan namun
jauh lebih kecil dan vang yang diterima si ibu.
Dalam keadaan ini, st ibu terscbut patut

menduga bahwa Harta Kekavaan tersebut
berasal dar hasil tindak pidana, atau dianggap
telah lalai (culpa).

ii. Tn A (Penjual) bertransaksi dengan Tn B
(Pembeli) atas suatu kebendaan  yang
sebenarnya tidak ada, atau seandainya ada
nilainya jauh lebih kecil. Dalam hal ini, Tn. A
patut menduga bahwa Harta Kekayan tersebut
i:erasal dari hasil tindak pidana karena transaksi
yang mendasaﬁ- tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Tn
A dianggap lalai (culpa).

Baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain adalah
transaksi dilakukan untuk diri sendiri, atau pihak lain dalam
kedudukan selaku penerimaan/pemberi kuasa atau penerima

manfaat atas suatu Transaksi (benefecial owner)

-~ RN . 1
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6) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
Harta Kekayaan meliputi  pengertian bahwa  yang
disembunyikan atau disamarkan di sini bukanlah harta
kekayaannya melainkan asal usul harta kekayaannva.

a). Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan

dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui

mengenai asal usul Harta Kekayaan dar hasil tundak
pidana, antara lain dengan tidak menginformasikan
kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenal asal
usul sumber dananya dalam rangka pencmpatan
(placement, misalnya menyetorkannya ke rekening
milik orang lain atau menyetorkannya dengan
menggunakan nama samaran pihak  penyetor),
selanjutnya berupaya lebih ~menjauhkan Iarta
Kekayaan (uaﬁg) dari pelaku kejahatannya melalui
pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri, atas
nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan
fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal, dan
sebagainya (layering).

b) Menyamarkan antara lain adalah perbuat:n atau upaya
yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat
penegak hukum mengalami kesulitan  dalam
mengidentifikasi bahwa Harta Kekayaai tertentu asal

usulnya dari hasil kejahatan. Dalam keidaan normal

| atau tanpa melalui penelusuran T insakst dan
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pengumpulan informasi atau data (analisis ateu
Pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan) seseorang
termasuk aparat penegak hukum tidak mampu
memastikan kepemilikan uang sebenarnya atas harta
Kekayaan tertentu.

Contoh dari perbuatan tersebut :

i. Kepemilikan Harta Kekayaan diatasnamakan
pihak lain dengan diikuti perjanjian di bawah
langan.

ii. Mencampur uang sah dengan uang tidak sah,
baik secara langsung atau menggunakan
perusahaan topengan atau perusahaan legal.

iii. Menciptakan  perusahaan  fiktif  untuk
mentransaksikan uang hasil kejahatan sehingga
nampak seolah-olah uang atau Harta Kekayaan
tersebut asal usulnya berasal dari kegiatan yang

sah.

Transaksi atau perbuatan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan pada
umumnya:
i.  Tidak memiliki landasan transaksi (underlying
transaction), yaitu alasan atau tujuan yang jelas.
ii. Transaksinya sulit dipertanggungjawabkan.
iii. Identitas  pihak-pihak  yang  secbenarnya

disembunyikan/disamarkan

-
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Dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan
sebagaimana diuraikan di atas maka orang lain secara
wajar sulit mengetahui asal usul Harta kekayaan dari
mana sumber yang sebenarnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penegak hukum dalam
membuktikan tindak pidana berdasarkan Pasal 3 harus mengetahui

unsur obyektif dan unsur subyektif perbuatan pencucian uang pada

pasal tersebut.
Unsur-unsur obvektif, meliputi :

1) Perbuatan, yaitu menempatkan, mentransfer. ... (dan
seterusnva)

2) Harta kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak . baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
yang diperoleh baik secara Jangsung maupun tidak langsung
(vide Pasal 1 angka 13 UU TPPU)

3) Hasil tindak pidana, yaitu Harta Kekayaan yang diperoleh dari
salah satu tindak pidana yang dimaksud dalam-Pasal 2 ayat
91) UU TPPU.

Unsur-unsur subyektif, tcrdir{ atas :

1) Yang diketahuinya atau patut diduganya

2) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul.
Unsur-unsur  subyektif ada pada diri orang yang melakukan
perbuatan, yaitu berupa kesalahan sebagai maksud atau kehendak

(opzet) akibat dari kesengajaan(dolus) atau kealpaan (culpa).

Caimas
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Berdasarkan teori pada umumnya “kesengajaan® terﬁm*[ eo
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(tiga) bentuk. yakni : o qemae R

1) Kesengajaan sebagai maksud;

2) Kesengajaan dengan keinsafan akan kepastian; - 1 ..

3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinag_ .1

Sedangkan “kealpaan™ dikenal terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni -

1) Tak berhati-hati

2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
Penyidik  dan penuntut umum dalam hal ini harus mampu
membuktikan adanya kesalahan pelaku pencucian vang pada Pasal 3,
yaitu alpa/lalai (dalam bentuk tidak berhati-hati ataupun dapat
menduga akibat perbuatannya) untuk mengetahui atau patut menduga
bahwa harta kcl;ayaan yang menjadi obyek perbuatannya berasal dari
tindak pidana.
Selain itu, opzet si pelaku harus dapat dibuktikan. Pengertian “tujuan”
dalam rumusan “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul” adalah sama dengan “maksud” atau “kehendak”, yaitu
maksud atau kehendak pelaku untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Opzet dimak-sud harus dapat
ditafsirkan dari actus ieus (perbuatan nyata) pelaku ketika melakukan
perbuatan “menempuatkan, mentransfer, ... (dan seterusnya)” atau
perbuatan lain. tergantung pada modus yang dilakukan, atas Harta
Kekayaan.

Jika kita lihat. rumu-in mengenai perbuatan (actus reus) dalam Pasal

3. ternyata seluruh perbuatan yang dilakukan, apapun bentuk perbuatan
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tersebut., sepanjang opzetnya ada. maka pelaku tersebut dapat
dikualifikasikan memenuhi unsur Pasal 3. Hal tersebut terlihat dari
actus reus berupa perbuatan lain.

Dari rumusan unsur “patut diduganya”, tergambar pengertian bahwa
tindak pidana asal (yang menghasilkan Harta Kekayaan yang menjadi

obyek perbuatan tidak harus terbukti terlebih dahulu.  Namun

demikian, untuk menghindari multi tafsir dalam penyidikan dan
penuntutan perkara 1PPU, Pasal 69 UU ini secara tegas menyebutkan
dan mengatur bahwa untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

c. Pasal 4, mengatur tentang setiap orang yang menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-
hak, atau kepemilikan yang scbenarnya atas harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Unsur —unsur rumusan pasal 4 adalah :

1) Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi;

2) Menyembunyikuﬁ atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenam}_ra:

a) Menyembunyikan, seb:igaimana telah diuraikan di atas.
b) Menyamarkan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
c) Asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana

sesungguhnva harta kekayaan berasal.
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d) Sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti
hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq. shodaqoh, hibah, warisan
dan sebagainya.

e) Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi
harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.

f) Peruntukan, mengarah pada pemantfaatan harta kekayaan.

g) Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara
formal atas kepemilikan Harnta Kekavaan.

h) Kepemilikan vyang sebenarmmva, mengandung makna bukan
hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik
atas kepemilikan Harta Kekayaan.

3) Harta Kekayaan yang diketahuinva atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana. Unsur ini telah dijelaskan dalam
uraian Pasal 3 UU TPPU di atas.

Pasal 4 ini adalah tindak pidana pencucian uang yang melibatkan

perbuatan atas [Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga

merupakan hasil lindakl pidana. di mana opzet pelaku dalam
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, (dan
seterusnya), tidak perl'u dibuktikan. Berbcda dengan Pasal 3, di mana
opzet pelaku harus dibuktikan atau diketahui melalui penafsiran atas
actus reus si pelaku ketika melakukan perbuatan atas Harta Kekayaan,
kehendak pelaku pencucian uang pada Pasal 4 telah nyata diketahui
begitu yanc¢  bersangkutan terbukti  menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi ... (dan seterusnya). Misalnya,

seseorang menempatkan sejumlah dana :tas perintah dan atau untuk

il
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Kepentingan orang lain. namun yang bersangkutan hanya menyebutkan
namanya sendirl tanpa mencantumkan siapa yang memerintahkan atau
yang memperoleh manfaat atas penempatan dana tersebut, maka orang
tersebut telah dianggap menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
atau kepemilikan sebenarnya atas dana yang ditempatkannya.

Sedangkan unsur “diketahuinya atau patut diduganya™ dalam Pasal 4
adalah sama dengan “diketahuinya atau patut diduganya™ dalam Pasal
3. Artinya, kesalahan pelaku dalam bentuk kesengajaan untuk tidak

mengetahul atau kealpaan untuk mengetahur bahwa Harta Kekayaan

vang menjadi obvek perbuatannya merupakan hasil tindak pidana
harus ada.

Obyek Pencucian uang adalah Harta Kekayaan yange diketahur atau patut
diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam pemahaman ini, terdapat dua unsur namun
dalam satu kesatuan, pertama adalah Harta Kekayaan dan yang kedua adalah diketahui
atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Harta Kekayaan didelinisikan sebagail semua
benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak lungsung (pada Pasal 1
Angka 13 UU TPPU). Dengan demiLian-jelas bahwa sekalipun tindak pidananya disebut
“Pencucian Uang™ atau “money laundering”, akan tetapi nbjekmu tidak terbatas hanya

‘ pada uang saja, melainkan memiliki makna yang lebih luas. Dari pemahaman ini, harta
kekayaan bukan saja hanya sekedar “uang: (money) atau “dana™ (funds) saja, akan tetapi
termasuk juga semua hal yang bersilat kebendaan dan dapat dinilai dengan uang. Unsur
vang kedua adalah diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Dalam bahasan
ini akan dibatasi meneenai hasil tind:k pidana, sedangkan bagian dari unsur lainnya yaitu

“diketahui atau patut diduga™ akan dinraikan dalam bahasan berikutnya.

-
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Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU TPPU. bahwa undak pidana asal

(predicate crime) merupakan sumber terciptanya Harta Kekayaan yang menjadi obyck
Pencucian Uang. Tindak pidana tersebut adalah : korupsi: penyuapan; narkotika;
psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan:
di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang;
perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian: penggelapan; penipuan;
pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan: di bidang kehutanan; di
bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan: atau tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilavah
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia  dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum
[ndoncesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, undang-
undany tersebut menganut asas kriminalitas ganda (double criminality). Selanjutnya
diatur bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi
teroris. atau teroris perseorangan disamakan scbagai hasil tindak pidana teorisme.

Hal lain yang perlu diperhatikan, ﬁdﬂliik:l bahwa UU TPPU tiduk mempertimbangkan
dpakuh' sang pelahu mendapat untung (manfaat) atau tidak. Yang pcnting- adalah
perbuatan sang pelaku tersebut memuat actus reus  yang jenis  dan sifatnya seperti
tercaritum dalam pasal 3 dan 4.

Untuk tersangka pelaku v.ang memenuhi rumusan baik Pasal 3 maupun Pasal 4 namun
bukaii pelaku tindak pidana asal, maka pencrapan kedua Pasal ini dalar surat dakwaan

tidak boleh bersifat kumu!atit, melainkan harus bersifat subsiderberlapis atau alternatif.

Secara sederhana antara P isal 3 dan Pasal 4 {apat dibedakan sgbagai beri~ut :
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Pasal 3. sasarannya adalah pelaku TPPU vang juga merupakan pelaku tindak pidana
asal. atau setidak-tidaknya dia pelaku penyerta, atau yang bersangkutan mengctahui
karena perbuatan vyang dilakukan adalah dengan maksud atau lujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut.
Pasal 4, ditujukan terhadap seseorang yang mengetahui atau patut menduga buhwa
Harta Kekayaan yang menjadi obyek perbuatannya berasal dari kejahatan atau tindak
pidana, dan melakukan salah satu perbuatan (actus reus) tersebut dalam Pasal 4,
namun yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana asal.
2. Tindak Pidana Pencucian lJang Pasif
Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan seccara pasit’ dalam hal pelaku
melakukan perbuatan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1) yaitu bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyva
merupakan hasil tindak pidana.
Dar rumusan 1ni, terdapat unsur-unsur :
. Setiap Orang adalah orang perorangan atau Korporasi.
b. Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan di mana sescorang
meralpcr{;lch Harta Kekayaan dari orang lain.
c. Menguasai  adaldh suatu perbuatun yang mengakibatkan ulanva
penzendalian secara langsung atau tidak langsung atas scjumlaly uang
atau Harta Kekay aan.

1. Penempatan, pentransieran, pembayaran, hibah, sumbangan, per tipan

ata'| penukaran, <cbagaimana telah diuraikan di atas.

LTRGBS 0
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¢. Menggunakan adalah perbuatan  vang memiliki motif  uniulk
memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

f. Harta kekayaan, sebagaimana telah diuvraikan di atas.

g Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dari rumusan Pasal 5 tersebut, terlihat bahwa unsur batin (mens rea) vang

harus dibuktikan sebagai kesalahan pelaku hanyalah  dalam bentuk

kesengajaan untuk tidak mengetahui atau kealpaan untuk mengctahui

bahwa Harta Kekayaan yang menjadi obyek perbuatannya merupakan

hasil tindak pidana.  Cukup apabila ada kesalahan pelaku untuk

mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang menjadi

obyck perbuatannya berasal dari tindak pidana dan ada actus reus

(perbuatan nyata) tersebut dalam Pasal 5. maka tindak pidana tersebut

dapat dikualifikasikan memenuhi unsur Pasal S.

5.2. Kebijakan Aplikatif terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Sampat dengan 31 Desember 2006 PPATK sudah mt:nerimalﬁ.?'g?, LTKM dan
1968.180 LTKT serta 1.432 CBCC. Dari laporan-laporan tersebut ditambah dengan
informasi hasil analisis sebanyak 433 vang sudah diserahkan kepada kepolisian dan
kejaksaan. Ada 12 hasil analisis (kasus) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Dalum upaya penegakan hukum TPPU di Indonesia terdupat tujuh
kasus yang tclah diputus hakim karena pidana pencucian uang. vaitu:
I.Putusan Perkara Penvadilan Negeri Jakart1 Selatan No. 254, Pid. B/2005/PN Ikt Scl atas
nama Terdakwa Lukmun Hakim

Uraian Kasus

Lukman Hakim dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik P'T. Kharisma Intcraiional
Hotel untuk mencaritan pinjaman dana. Aias bantuan Tordakwa yang mempunyai
koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu H.rtanto selaku Kepala cabang pembani: Bl
Senen maka Bunyamirn Ibrahim selaku Dircktir Utamma dar pensiun Pusri (1apensri)

bersedia menempatkan deposito berjangk: i B3I Kantor Cabung pembantu (K( P) Senen

L = = —— ”



4. sclanjutnya tangeal 4 September 2005 Bunyamin [brahim mengirim surat

-"_, pimpinan Bank Mandiri  KCP Pusri Palembang untuk melakukan
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= ~indahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang scbesar
_. ~25.000.000.000.00.- untuk penempatan deposito di BIl KCP Senen Jakarta yung
E k emudian dilaksanakun pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan
G sandi No. 0160131 ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan
| 4 -.tctﬂpl dipindahkan lagi ke rekcening PT. Kharisma International Hotel Kemudian pads
1tanggﬂl 15 September dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp.
-‘ 6.000.000.000.00 ke rekening bank PT. Kharisma International Hotel.  Atus
: terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut. Lukman Hakim menyerahkan 3
lembar cck masing-masing scnilar Rp. 1.500.000.000.00, Rp. 360.000.000,00 dan Kp.
800.000.000.

- putusan PN Jakarta Sclatan

Menyatakan terdakwa terbuku bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara
berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8
tahun dan denda Rp.1000.000.000,00.- subsidair 6 bulan kurungan, dst.

Anotasi Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel,
persangkaan dan dakwaan dipat dikumulatifkan Jengan tindak pidana penipuan (Pasal
378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan predicate crime dar
tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55
ayat 1 KUHP) atau sekedar niembantu melakukan (Pasal 56 KUHP).

Aktor intelektual dalam kasus ini adalah® Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau
dibantu oleh Terdakwa. Ton: CH. Martawinata dun Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan
demikian seluruhnva dapat iajukan ke depan pcrsidangan dengan Jdakwaan melangar
Pasal 378 jo Pasal 55 subs 'asal 56 KUHP at.. Pasal 372 jo Pasal 55 subs Pasal 56
KUHP dikumulatitkan deng.a Pasal 3 Ayat (1) hurut ¢ UU No. 25 'ahun 2003-jo Pasal
55 subs Pasal 56 KUIIP . Tindakan dari Bunyaniin [brahum selaku Dirut Dapensri yung
mendepositokan dana Daper sri juga perlu ditelit apakah telah dilakukan sesuai den.an
Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut un .anz-undang atau t:dak mengingat ol

dana Dapensri vang didepos:tokan sangat besar.

2 Putusan Pengadilan Nege! | Jakarta Selatan No )56 Pid.B/2005/P . Jak Sel atas nauma

Terdakwa Tony Chaidir Ma {awinata
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% Kasus

dimintai tolong olech Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma [nternational Hotcl
mencarikan pinjaman dana.  Atas bantuan Tony CH. Martawinata yang
-.-:'mcmpunyai koneksi di PT. Pusri dan Ir. Wahyu Hartanto selaku kepala Cabang
t ‘E:'Pcmbanlu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun

1 ‘Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII KCP Senen Jakarta,

© selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin [brahim mengirim surat kepada

Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana

milik Dapensri di Bank Mandiri di KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00

untuk penempatan deposito di 311 KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada
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tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 01601311, ternyata

dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke

S L

reckening PT. Kharisma International [lotel. Kemudian pada tanggal 15 September
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dilaksanakan lagi pemindahbukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.00 ke
- rckening Bank PT. Kharisma International Hotel.  Atas terlaksananya penempatan dana
Dapensri tersebut, Terdakwa tclah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing scnilai Rp.
1.500.000.000.00. Rp. 360.000.000,00 dan Rp. 800.000.000 sebagai komisi kepada Tony
('H. Martawinata.

Putusan PN Jakarta Sclatan

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang secara
berlanjut” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8
tahun dan denda Rp.1.000.000.000.00 subsidair 6 bulan kurungan.

Anotasi Putusan

Berdasarkan fakta-fakta vang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jakarta
Selatan |
nersangkaan dan dakwaan dupat dikunulatifkan dengan tindak pidana penipuan (Pasal
378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan predicate crime darn
‘indak pidana pencucian uany dalam pcranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55
wyat | KUHP) atau sekedar membantu inelakukan (Pasal 56 KUHP).

\ktor intelektual dalam kasus ini adal.ih Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau
{ibantu oleh Terdakwa. Toni CH. Martawinata dan Ir. Wah.u Hartanto sching za dengan
{emikian seluruhnva dapat djajukan ko depan persidangan dengan dakwaan nelanggar

Pasal 378 jo Pasal 55 subs lasal 56 <UHP atau Pasal 372 jo Pasal 53 sub: Pasal 56

KUK dikumuzlatifkan deng.in Pasal * Avat (1) huruf ¢ U No. 25 Tahun 20 3 jo Pasal
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255 subs Pasal 56 KUHP . Tindakan dari Bunyamin [brahim selaku Dirut Dapens:i yang
% mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan

Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undang-undang atau tidak meneino:t (o1al
g L= [ - L

~ dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

8 3.Putusan PN Medan No. $73/Pid B/200S/PN Mdn tanggal 31 A gustus 2005 Jasmararar
3 als. [jas als. Hendrik Sthombing als. Rikardo Ginting

Uraian kasus

Terdakwa telah membuka beberapa rekening dengan identitas palsu setelah sebelumnya
meminta bantuan Nirmala membuat beberapa KTP dengan identitas palsu, rekening-

rekening vang dibuka tersebut antara lai rekening No.361-10-10762-1 an. \ekior

Hutauruk di Bank Lippo Kantor Kas USU /1. Dr. Mansyur Medan rekening No. 3¢1-10-
?" . 10723-2 a.n Hendrik Shombing di bank Lippo kantor Kas USU JI. Dr. Mansyur Medan
-' } j dan rekening No. 672-10-02924 a.n Rikard.: Ginting di Bank Klippo Kantor Kas Ahmad
f[ 1 Yani Pekanbaru.
. Selanjutnya Terdakwa membuat website di situs Yahoo Online dan berpura-pura
menawarkan barang berupa lap top (fiktif). dengan memberi syarat bagi yang berminat
agar mengirimkan uang muka (Down Pay ment) ke rekening No. 361-10-10762-1 an.
| % Vektor Hutauruk.
? Tanggal 22 dan 23 Juni 2004 Terdakwa menerima transfer sejumlah uang sebagai Nown
i Payment pembelian lap top dari pengirim IXobert Stitt ke rekening No. 361-10-10762-1
P a.n Vektor Hutauruk masing-masing sebes.ir Rp. 7.334.850,00 dan Rp. 14.490.000.00
f kemudian uang tersebut di-transfer ke 1 xening No. 361-10-10723-2 a.n. Hendrik

Sihombing dan rekening no. 672-10-10924 . n. Rikardo Ginting elanjutnya dari sc!uruh

= T T ke

rekening tersebut ditarik uang tunai dengan enggunakan ATM.

Putusan PN\ Medan

1. Walaupun terdakwa telah menerima ti. nsfer uang muka duari Robert Stitt ctapi
terdakwa tidak mengirimkan laptop yang dijanjikan. Menyat kan Terdakwa ter uk(

bersalah melakukan tindak pidana pencu: ian uang, penipuan an menggunakan urat

palsu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ‘engan pidana peni: 1 selama 3 tahur dan

denda sebesar Rp. 5.000.000.00 subsidair | bulan kurungan.

3. Dun setcrusnya
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Anotasi Putusan

Dakwaan kumulatif sudah tepat mengingat Surat Edaran JAMPIDUM dan didalam
berkas perkara ditemukan adanya fakia perbuatan vang terpisah antara perbuatan
memalsukan surat yaitu dengan membuat beberapa KTP dengan identitas palsu.
melakukan penipuan yaitu dengan berpura-pura bisa memenuhi pesanan dari orang yang
ingin membeli lap top di situs Yahoo Online dengan syarat mengirimkan uang mulka ke
rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa namun lap top tidak pernah diserahkan, dan
melakukan pencucian uang yaitu membuka beberapa rekening dengan identitas palsu di
mana hasil uang hasil kejahatan penipuan yang masuk ke satu rekening dipecah oleh
Terdakwa ke rekening-rekening lainnya untuh kemudion diambil secara tunai melalui
ATM.

Putusan |lakim di bawah ancaman minimal vang diatur dalam UU No. 25 tahun 2003,
Dalam pertimbangan Majelis Hakim tdak scpenuhnya menerapkan pidana yang
tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UlJ No. 25 Tuahun 2003 dengan alasan kemanusiaan,
perbuatan Terdakwa hanya menyangkut Rp. 824.850,00 yang sebenarnva berlaku
berdasarkan Pasal 2 UUJ No. 15 Tahun 2002 tidak dapat dikenakan sebagai 1PPU (tidak
sampai berjumlah Rp. 500.000.000,00).

4. Putusan PN. Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN. IKt.Pst tanggal 25 Oktober 20053
dan Putusan PN. Jkt. Pst tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PT. DKI Jakarta No.

211/P1D/2005/P I.DKI tanggal 4 Januari 2006 Atas Nama Terdakwa Ie Minen Sumardi

Urailan K asus

Pada tanggal 2 dan 3 desember 2004 lerdakwa atis suruhan Lisa Suntoso telah
mengambil sejuinlah besar uang dari basement P't. Glotal Internasional Thk lan dibawa
untuk ditukarkan dengan mata uang asing berupa Dolli- Singapura dan Dollar Amerika
pada money chunger PT. Yan Shama Linque Money ¢ hanger JI. Gunung ~ahari Raya
No. 33 AB Jakurta Pusat dan PT. Dinamis Citra Swak irsa Money Changer J1 1Hasyim
Ashari lakarta Pusat.

Putusan PN Jak. rta Puisat dan PT DKI Jakarta

1. Terd kwa tcrbukti secara sah dan mevakinkan bersalah melakukan ti- dak pidana

“pencucian uan;

e )



@ 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara sclama 7 tahun dan

denda sebesar Rp. 300.000.000.00 subsidair 5 bulan kurungan

Anotasi Putusan

Dakwaan Penuntut Umum dapat disusun secara kumulatif jika fakta-fakta hukum vang
digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 dipiszhkan
dengan fakta-fakta hukum untuk mendakwakan Pasal 372 KUHP.

FFakta hukum terdakwa mengambil sejumlah besar uang dari basement bank Global dan
membawanya keluar digunakan untuk mendakwakan Pasal 372 jo. Pasal56 (1) ke-|
KULIP, sedangk.n fakta hukum terdakwa menukarkan uang tersebut dengan mata uang

asing digunakan untuk mend::kwakan Pasal 3 (1) U No_ 25 tahun 2003.

S.Putusan PN Kebumen No. 122/Pid.B/2005/PN Kbm. tanggal 31 Oktober 2005 dan
Putusan PT. Jawa Tencah No. 265/P1d/2005/PT.Sme. langgal 17 Januari 2006 A\tus
Nama Terdakwa Drs. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hw

Uraian kasus

Terdakwa selaku Kepala cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kaviing
Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai

1% per tahun serta aman. Disebabkan produk tersebut ditawarkan melalui si<tem

perbankan maka masyarakat percaya dan menempatkan uangnya pada Kavling Scrasi
yang ditawarkan pada terdukwa| namun pada kenvataannya terdakwa menyeralikan

kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet “Kavling Serasi” yang dipalsukan

seolah-olah sertifikat Kavling Terschut adalah benar sertifikat Kavling Serasi vang
diterbitkan oleh PT. Lippo Kurawaci I'bk. lerdakwa berhasil menghimpun dana dar 24
nasabah scenilai Rp. 48.175.000.000,00

Penerimaan uang dari para nasabah oleh Terdakwa tidak ditransfer ke PT. [ ppo

Karawaci I'bk, melaink:n lan:sung ditranster ke rekening Herrs Robert dan Taufik | Jy. _

e L il e el N . St R

Oleh Herry Robert vang terschut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, pad hal
sebenarnya digunakan scndiri ~ampai habis.

Putusan PN Kebimen

I. Menyatakan Terdakwa to-bukti ~ccara sah dan mevakint in bersalah melal
tindak pidiana “borsama--ama elakukan penipuan”.

2. Menjatuhkan pidana ! epad « Terdakwa dengan pidana penjar: <elama 4 tahun.




LA

& putusan PT Jawa Teneah
¥ 1. Menyatakan Terdakwa terbukli secara sah dan mevakinkan bersalah melakukan
& tindak pidana “pencucian uang™.

£ 2. Menjatuhkan pidana <epada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan

~ denda sebesar Rp.100.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Anotast Putusan

Dakwaan Penuntut Umum sebaiknya disusun secara kumulatif. sebuh terdapat fakta
hukum terpisah bahwa Terdahwa membujuk pare nasabah  untuk mendepositokan
bunganya di prmiui{ Kavling Nerasi dari Bank Lippo, Terdakwa menverahkan bilvet
palsu kepada nasabah y.ng mendepositokan vangnya, dan ternyata uang tersebut tidak
ditransfer ke bank Lippo melainkan ditransfer ke rckening Herry Rober: dan Taufik Edy
vang dibuat sedemikian rupa seolah-olah sebagai investasi usaha.

Dakwaan dapat disusun

Kesatu: Primair : Pasal 578 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP subsidair: Pasal 372 KUHP dan
Kedua : Pasal 3 (1) hurut'a UU No. 25 Tahun 2003 tentang TPPU

Putusan Hakim PT telah memperbaiki kualifikasi delik tindak pidan: pencucian uang

dari Penuntut Umum

E 0. Putusan PN Kebumcen No. 123/Pid.B/2005/PN.Kbm. tanggal 31 Oktober 2005 dan
: Putusan PT. Jawa Tenvah No 265/Pid/2005/PT.Smg. Tangeal 17 Juauari 2006 Atas

Nama Terdakwa Herry Robert.

| raian kasus

Herry Robert, Drs. Anustasia Kusmiati Pranoto alaios Mei Hwa selak Nepala cabang .
| Pank Lippo Kebumen menaw wkan produk Kavling Serasi (deposio) kepada para
nasaboh dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tehun serta aman.
Schingga 24 nasabah percaya dan menempatkan uangnva  dengan nilai total  Rp.
+8.175.000.000,00 pad:: kavlin: Serasi, namun terdakwa menyerahkar kepada nasabah
buktt pembayaran beruna bilyct TKavling Scrasi™ yang dipalsukan ¢ i para nasabah
tdak ditransfer ke PT | ippo Karaw:aci Tbk.  Oleh terdakwi uing tersebut digunakan

~-olah-olah untuk kegiar.in usali i, pad-thal sebenarnya digunakan -endir: sampai habis.

Cutusan PN Kebumen




Menyatakan Terdakwa terbuxti secara sah dan mevakinkan bersalzh melakukan
tindak pidana “bersama-sama nielakukan penipuan™.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Putusan PT Jawa Teneah

I. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “pencucian uang”.
Mecnjatuhkan pidana kepada |erdakwa dengan pidana penjara seloma 7 tabun dan

denda sebesar Rp.100.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Aonotast Putusan

| ikta-takta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 (1) UU No. 25 tahun
~103 samua dengan fakta-fakta hukum yang dicunakan untuk mendakwakan Piasal 372
RUJHP schingga dalam perkara ini Penuntut |!'mum menggunakan dakwaasan bersifat

Jtermatl.

Putusin PN Jakarta Pusat No. 1032/PID.B 2005/PNJKT.PST atas nama Tordakwa
suardi dan Suhandi.
! ralan Kusus:
suaardi Direktur PT. Yan Shama Linque dan Subandi, manager PT. Yan Shama Linque
Jongan sengaja tidak melaportan transaksi keuangan mencurigakan Jdan transaksi
-cuangan tunai kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (1) huruf a
i UPTPPL.

ttusan P'N Jakarta Pusat

enghukim Kedua terdakwa dengan pidana denda masing-masing Rp 500.0010.000.-
‘bsidair o (enam) bulan kurung: n dst.

notasi 'utusan

tkara 111 sangat menarik kar na putusanny @ menghukum terdakwa dpidan.: denda
n.500.00.000,- discbabkan tid 'k mela;or kepada PPATK. Pengeuncan asal - dun 13
U PP merupakan yang pertama <ali calam catatan implementas: UL TPPU.

-tkari 101 akan menjadi contoh vang be 'k unt k meningkatkan kesadaran Penye fia Jasa

zuangan agar melaksanakan ke vajiban melapor ke PPATK.




U
L

bertempat di bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Sclatan
terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipi! pada Kementerian Keuangan c.g Dircltora
Jenderal Pajak  yang  berdasarkan  keputusan Menteri  Keuangan  No.
472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala
kentor Pemerntksaan dan Penyidikan pajak Jakrta tujuh dan karena jabtan tersebut
Terdakws mempunyai kewenangan di antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajal
din meninta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah di antaranya surw
perintah 'engamatan, surat perintah Pemeriksaaan Pajak. surat perintah Penyidikan. sura
perintah  penggeledahan  dan/atau  penvitaaan dokumen wajib pajak, surat perintah
penyveeeln dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai sura

perintah +ang dikcluarkan kepada atasan.

Bahwa  kemudian  berdasarkan  keputusan Menteri Keuangan  Nonior

3 ARKMAOD'Up 1172006 tanggal 26 Jumi 2006 Terdakwa menduduki jabatan bar.
schagat ~.epata hantor pelayanan Pajak Jakarta Koja. kemudian berdasarkan Keputusan
Mentert Keuangin Nomor 495 KM.!1 Up.11/2007 wanggal 5 Juhh 2007 Terdakw
n endud (X1 baru sebagal Kepala Kantor Pelayanan Pajak i’I‘:l-I:]ﬂlH Jukarta Pulmera!
b hwa ¢ lam keoudukannya sebagar Kopala Kontor Pelayanan Pajak Jakarta Koja das

sebagai “epala koantor Pelayanan Pajak Pratam. Jakarta Palmerah terdakwa menipuny:

Lk

o

Kk -wenar -an Ji gotaranva menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarny 1 paje
ying f¢ atang.  membebaskan pembovaran | ajak, menetapkan besarnva kelcbiha

p mbay an paje-. memaksa dan meny ta atas ckay in wajib pagjak yvang emenipuny

t ngoak 1, merolak pembebasgn det penargguhin pembavaran  pajak. mienolo




memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentinpan

‘h...ll-l-l..

kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada Kementertan
Negari  Perencinaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan
Nasional Kepala  bappenas Nomor @ KEP.171'M.PPN Q5/2008 tanggal 29 Meci 2008
Terdahw  menduduki  jabatan [scbagar  inspektur  Bidane Kinerja  kelembagaan.
Kementerian Necara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010 sebagar inspekiur
Bidans Kinena boelembacaan, Kementenan Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai
tugas dan kewcnangan vakni melakukan audit kinerja pada unit esclon | dan II yang
meliputi Audit Manajemen tugas pokok dan fungsi. Audit kajian lembaga TINK TANK
pemerint.th sebo caian besar produk perencanaan pembuatan kajian vang micliputi biava.
ruans lirgkup © gian  duan manfaat dan melakukan audit khusus berdasarkan instruksi
pimpinar kemoterian ’erencanaan pembangunan Nasional serta melakukan kontrol
terhadap pelaks. iaan kKinerja utama baik individu maupun organisasi.

Bahv 1 ¢jak <o elum tohun 2002 Terdahwa memiliki uang scbesar Rp.20.000.000.000.-

(tiga Hul th mul o rupieh) yang menurut Terdokwa adilah hsil dan berbagai usahanya

yakn: jud beli ranah. jual beli mobil, valas, cucl cetak foio, pemasangan flambing.
peny rtaoin o | pada - catu perusahaan.

Bahv.a : ;jak s itar wehoon 2003 Terdakwa Dr. Drs. Baliasim Assifie. Msi sudah tercatar

e s — A A e Sk S

scba: ai nasabu Priortis Bank| BNI kerena erdakw 1 menyvimpan dana di atas Bp

1.000.00).000.  satu e var rupiah) atau ‘ebih.




| pe—

O I

LN

& Bahwa kemudian Terdakwa mienempatkan harta Kekay aannya berupa uang pada rekening

bank BNI vakni pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Peroranoan

rekening 19996341-6, dengan saldo awal Rp.633.063 A416., (enam ratus tiga puluh tiga
juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan
rekening koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampait dengan tahun 2010, terdapat
mutast berupa penyetor in/pernindahbukuan atau transfer yane merupakan wane sk
sebanyak 301 tiica rotus cropat) kali dengan jumlah sekitar Rp  885.147.03:4 806,
(delapan ratu . dolupan oulub i milvar seratus empat puluh tujuh juta tiga pulth cnipat
ribu delapan ratis enari rupizh) . Di antara transaksi tang masuk tersebut, di anturanya
terdapat mut:si ting berapa <ctotan tunai dard Terdakw:, Dr.. Drs. Bahasyim Assific. Msi
yang disctorkan mclalus saksi Y inti Purnamasari. SE., MM sejunlah Rp. 4.1 75.750.000.-
(empat mily:r scratus tujuh pulub lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah}-.

Bahwa terha lap <cluru’: uane 1 ilik Terdakwa pada rekening |aplus Bisnis Peroransan
Nomor 199996116 ai:s nam Sri Purwanti pada bank BNI kanior cabang Jukarta
Pusmenat terseb ot pat o didie sebagai hasil tindak pidana yange berkaitan dencan
pelaksanaan tuge - dan j hatanny 1 vane scjak 2002 Terd ikwa menduduki jabatan sebiagai
Kepala Kantor 1 merik 1aan (o0 penyidikan pajak Jakarta tujuh, seiik tangcal 26 juni
2006 Terdak-a ndu. ki "+ ' baru sebagal kepal- kantor Pelay inan Puajak Jokorta
Roja, kernud i cjak 5 fuli 20 7 Terdakwa mendudul jabatan sebiai Kepala Kantor
Pelayanan Piouk ratam - Jak vt Palmerah dan seiak 2( 18 Terd::kwa ienduduki Jabutan

sebagat Insp ktv Bidaz ki g Kelembigear Ken cnterian Neg ra PP\ R PPC IS

sampat  tang cal o 30 fare "0, karera Terdak va teloh niombayarkan  arau
nembelanjah n - ta k ay 00 La berupa ‘ang uniub pembelan s huah rumah yung
erletak d' joan  lcunt N 0L Menteng fakarta Pu at seharga R+, 8.075.000.0(1).-

—
i
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= kekayaan yang diketahuinya atau putut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
"'pgrbuatan Terdakwa melanggar| dan diancam pidana Pasal 3 Ayat (1) hurut a Undang-
undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang

;:rtgla}l diubah dengan {ndang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang

2002 tenrany findak Pidana Pencucian 1ang,.

undang No. 15 tahun

- Dakwaaan Kedua i air
Majelts Hakiry vang mengoolili cocnvatakan Terdakwa telah terbukti sceara sah da

meyakinkan bersatah nelakot an tundak pidana korupsi dan Pencucian Uang
Repads Terdihwa tersebut dengan pidana penjara selama 10

Menjatuhkan pidina
- menjatubivan pidana denda  kepada terdakwa  sebesar Rp

(scpuluh)  tahun
250.000.000.- (Dua ritus liviy puleh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

dibavar maka Jdiganti {enga podana Lurungan selama 3 (tiga) bulan.




BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

i

' 6.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembazhasan terhadap  pokok permasalahan yang diangkat dalam
“penclitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan scbagai berikut:
| Penanggeulangan tindak pidana pencuciar <aat ini diprioritaskan pada kebijakan hukum
pidana dari aspek leishinl atan forie il yaitu dengan upaya pengaturan dalam

peraturan perundang-iad noan. | ondae - adang tersebut yaitu Undang-undang o 8

tahun 2010 tentang Percevahan dan Pemcrantasan Tindak Pidana Pencucian llang.

Undane-undang ter: b diharipkan nenjadi landasan hukum yang kuat untuk
menjamin Kepastian hubom, etoktiviie. penegakan hukum, sera penelusuran dan

pengembalian harta f ek vaan hosil tin Lk pidana.

2. Penanggulangan tindak pidan: pen.cian uang vang bersitat aphkatil’ vanu
melidui cara menetipk 1 ketontuan idana yang lerdapat di dalam peraturan
i perundung-undangar I ilam ol ini ‘ongan menerapkan per.turan perundang-

unduncan pencevah n n peribere: o san tindak pidana perucian uang Huik

sebeluinnya dencan Jr ling-u o dane . 15 tahun 2003 dan cbagaimana 1:-lih

e

divbab dengan Undig- dang Vo. 2 hun 2003 maupun dalain Undaig-undung

N¢ N t.thun 2010

6.2, Sarun

Selinjutnya, dengal ‘ngac pac Kestmpulan yany meiupakan  jaw ban
‘wrhadup permasalahin cre out di tas. o Ka saran vang dopar d ampaik n ad:Jah
dhutus oo konsistersi < e | pel. sano o enegakan hukur: f'nd ng-und ng Moo 8

waun 'O terhadap tir lab idanz senc: 1 uano.
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